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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian serta data yang te;ah diperoleh 

oleh penulis dalam skripsi ini, maka didapati beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa cuti haid merupakan hak yang ditujukan bagi pekerja wanita yang 

harus diberikan oleh pihak pengusaha bila pekerja wanitanya merasakan 

sakit dan memberitahukan kepada pengusaha. Pada PT.X, pihak 

pengusaha PT.X dapat dikatakan telah mengaplikasikan maksud dari Pasal 

81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun dengan adanya hak cuti bagi pekerja 

wanita yang sedang mengalami haid dan diatur ke dalam Peraturan 

Perusahaan. Lebih lanjut Peraturan Perusahaan PT.X khususnya Pasal 18 

tentang cuti haid bisa dikatakan lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Pasal 81 tentang cuti haid, karena pada Peraturan Perusahaan 

PT.X Pasal 18 ayat (3) memberlakukan uang insentif sebagai kompensasi 

bila pekerja wanita tidak mengambil hak cuti haidnya. 

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi pekerja wanita 

masih terdapat beberapa kendala baik itu dari aturan maupun 

penerapannya. Kendala yang timbul dari aturan yang berlaku masih 

banyak kelemahan dari aturan tersebut dan lebih menguntungkan satu 

pihak, yakni pengusaha. Sedangkan dari penerapan, berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di PT.X, didapatkan satu kebijakan yang bisa dikatakan 

sebagai salah satu cara pengusaha agar tidak memberikan hak cuti haid 

kepada pekerja wanita yakni dengan memberlakukan uang insentif sebagai 

kompensasi bagi pekerja wanita yang tidak mengambil hak cuti haidnya 
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meski sejatinya bila ditelaah secara rinci aturan uang insentif yang 

diberlakukan PT.X pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT.X 

lebih baik dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13. 

4.2 Saran 

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya segera memperbaiki atau melakukan revisi 

terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 81 ayat (2). Karena pada bagian 

tersebut mempengaruhi efektifitas penerapannya terutama dalam 

pelaksanaan pemberian hak cuti haid bagi pekerja wanita. Lebih lanjut 

sebaiknya lebih baik lagi melakukan amandemen terhadap Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengingat Undang-Undang tersebut juga 

dapat diakatakan sudah tua atau lama. 

2. Bagi pihak pengusaha, sebaiknya tidak menyalahgunakan maksud dari 

Pasal 81 ayat (2) terkait dalam membuat pelaksanaan pemberian hak cuti 

haid bagi pekerja wanita ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja bersama. Lebih lanjut sebaiknya pihak pengusaha 

mempermudah bagi pekerja wanita yang ingin mengambil hak cuti 

haidnya. Meski adanya uang insentif sebagai kompensasi pekerja wanita 

yang tidak mengambil hak cuti haidnya merupakan kebijakan yang 

melebihi maksud dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

namun dengan adanya kebijakan tersebut membuat pekerja wanita tidak 

mementingkan kesehatan dan keselamatan kerjanya karena lebih 
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mementingkan untuk mendapat uang insentif sebagai ganti tidak 

mengambil hak cuti haidnya. 

3. Bagi pekerja wanita, disarankan untuk tidak sekedar memahami hak-

haknya sebagai pekerja pada umumnya, namun juga memahami hak-

haknya sebagai pekerja wanita, mengingat pekerja wanita memiliki hak 

kekhususan terkait dari fungsi reproduksinya yang salah satunya adalah 

hak cuti haid. Lebih lanjut sebaiknya pekerja wanita lebih mementingkan 

keselamatan dan kesehatan kerjanya daripada mendapatkan upah yang 

tinggi. 
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